BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peraditan
dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen Peradilan yang cukup urgen
adatah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian menipakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang
terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memeriukan keterkatan dan
keterkaitan dengen komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatuy
secar lebih rinci tendeng kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negata Republik
Indonesia dalam kaitannya dengan pvoses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
seria melalsanaken koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipil tertentu yang diben wewenaag khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negei sipil tertentu yang diberi
wewenang kitsus oleh undang-undang untuk melataskan penyidikan.

Pada dasarpya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegalanya tukem serta
terbinanya ketenteraman emasyarakat guna mewujudkar keamanan dan ketertiban

masyarakat dalam rangka terpelihacanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya

UNIVERSITASMEDAN AREA '



fungsi perahanan keamanan negara. dan tercapainya tujuan nasional dengan
menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fingsi pemeanthan negara di bidang
penegakan bhukum, perlindungan dan pelayanan masyarakal serta pembimbingan
masyarakat dalam rangka ¢erjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgral fimgsi pemertntaban negara. temyata fungsi
tersebut memiliki wekaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga meuncakup aspek
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama
administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan
kepolisian yang bersifat winiin dan bukan kompetensi pengaditan,

Penelitian ini akan memfokuskan penyidikan tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh Kepolistan. Penyidikan tindak pidana pembusauhan
berencana amat pernting datam hal peaegakan hukum pidana itu sendin, kacena dengan
adanya pemyidikan maka akan diketahui siapa pelaku pembunuhan berencana tersebut,
apa motip dilakukannya tindak pidana tersebut dan bagzimana upaya pembuktian
terhadap pelaku.

A. Pengertian dan Peaegasan Judul
Judul merupakan garis besar pevmasalahan yang akan dibahas dalam sebush
penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “Peranan Polisi Dalam Penyidikan

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Xepolisian Daerah Swunatera
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Utara)™.

Agar acndapatkan pengertian yang memadai dalam memahami slipsi

nantinya, sedaiknya diberikan pengerstian dap penegasan dari judul. Selain itu tidak

terjadi kesalahpabaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas

judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kasa per kata, yaitu :

1.

Peranan Polisi adalah kedudukan yang diberikap kepada polisi dalam menjalankan
tugasya

Dalam Peayidikan adalah kegiaiap menyisik. Penyidik seadiri adalah orang yang
men@adakan kegiatan pepyidikan. Dalam hal ini pepyidik seperti yang disebutkan
pada Pasal Ibutir (1) KUHAP menyebutkan “penyidik adalah Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawa) negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleb undang-undang untuk melakukan penyidikan®.

Tindak Pidana yaitu suanu perbuatan yang dilarang atau yang diwajiblen oleh
undang-undang yang epabila dilakukap asem disbaikan, maka orang yang
melaknkm atan mengahaikap diancam dengen hukuman '

Pembunuban Berencana mengandung artt suatu tindak pidana yang dengan sengaja
menghilangkan jiwa orang lain, tetapi terhadap pembunuhan tersebut terlebih
dahulu dipikirkan dengan tenang oleh si pelaku dengan bageimana caranya

bertindak atau direncanakan terlebib dahulu.2

1R, Sossitn, Pokgh-Paokok Hukum Pidana Percuran Umurm dan Delik-Delik Knures, Galiteix,

Gopar, 1994, hlm. 11.

* Ibid, hal. 251.
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5. Studi Kasus di Kepolisian Oserah Sumeiera Utara adalah batasan wilayab
penelitian.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna
dari judul skripsi penulis adalab tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang
dibenikan kepada Polri dafam melakukan tindekan penyidikan sesuai dengan KUHAP
sebagai landasan ywridis bagi proses bxracara dan UU No. 2 Tabun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik (ndonesis.

B. Alasan Pemitihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan
dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian
oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloucat kepersoalan flzafat
yang numit.

Alen tetapi menjelmanya suatn lapangan bukum yang baru ternyate tidak
tergantung  lcpada %€ori yang menghzaialkannya asanpun kepada pengekuan
Pembidangan hukum temyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntusan
kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat seita persoalan-
persaalan yang diaturpun semmakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum
ya  cukup banyak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 teatang KUHAP telesh menganor
secara lehih finci teatang kedudukan, pevanan dan tugas kepolisian aegara Repmhlik

bxdwnesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
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serta melakssmakan koordinasi dan pengawasam terhadap penyidik pegawai negeri
sipil tertentl1 yang dibesi weweoang khusus oleh undang-undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah percgakan hukum, perlindungan dan
pelayanzn masyamkat, seita pembimbingan masyarakat dalam rtangka terjamionya
tertib dan tegak hukum serta terbsnanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya
keamanan dan ketertiban masyarakat,

Sebagaimans femomena yaog ada sckarang temtang kepolisian Republik
(ndonesia banyak dijumpsi keganjalan-keganjalan dalam hal penyidikan yang
melarapavi batas-batas wewenangnya antara lain :

1. Dalam pemenksaan sering kita temukan para okoum kepolisian dalam praktelanya
banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan,

2. Perihal peranan Polri sejavh mana wewenangnya dapat diketahui oleh masyarakat
umun.

Polri scbagai penyidik berwensng mensngmmi semua kasus tindak pidana,
apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Xewenangaa ini
ditegaskap datam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002
tentang Polri dan sudah memiliki kekuataa hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan
sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukap penyidikaa semua tindak
pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284
ayat (2) KUHAP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan
selzma Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 Tahun 1997 dicabut, Polri

drieapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus
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